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Abstrak - Penelitian ini mengkaji bagaimana pemikiran Jimly Asshiddiqie dalam Pengantar Ilmu 

Hukum Jilid I mampu menerangi kerumitan konseptual dalam Hukum Tata Negara dan menjadikannya 

lebih aplikatif bagi pembaca pemula. Dengan menggunakan analisis isi serta pendekatan deskriptif-

kritis, penelitian ini menelaah bagaimana struktur pemaparan, pilihan konsep, dan argumentasi dalam 

buku tersebut berfungsi sebagai jembatan antara teori abstrak dan kebutuhan pemahaman praktis. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Asshiddiqie menyusun kerangka dasar yang kuat mengenai relasi 

negara, kekuasaan, dan konstitusi, namun tingkat kompleksitas bahasa dan istilah teknis masih menjadi 

tantangan bagi pembelajar awal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa buku tersebut layak dijadikan 

referensi utama apabila disertai strategi pemahaman bertahap. Penelitian ini juga menawarkan kritik 

konstruktif dan rekomendasi aplikatif agar gagasan-gagasan dalam buku tersebut semakin mudah 

diakses oleh mahasiswa hukum maupun masyarakat umum. 

 

Kata Kunci: hukum tata negara, jimly asshiddiqie, konsep hukum, literasi hukum, teori konstitusi. 

 

 

Abstract - This study examines how Jimly Asshiddiqie’s Introduction to Law Volume I illuminates the 

conceptual complexity of Constitutional Law and transforms it into a more applicable framework for 

beginner readers. Using content analysis and a descriptive–critical approach, this research explores 

how the book’s conceptual structure, argumentation, and terminology function as a bridge between 

abstract theory and practical understanding. The findings reveal that Asshiddiqie successfully 

constructs a solid foundational framework concerning the state, power, and the constitution, although 

the density of technical terms continues to pose challenges for novice readers. The study concludes that 

while the book is highly reliable as a primary reference, it becomes significantly more accessible when 

accompanied by a staged comprehension strategy. This research also offers constructive critiques and 

practical recommendations to make Asshiddiqie’s ideas more approachable for law students and the 

general public. 

 

Keywords: jimly asshiddiqie, constitutional law, constitutional theory, legal literacy, legal 
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PENDAHULUAN  

 

Di kalangan mahasiswa hukum, Hukum Tata Negara sering dianggap sebagai salah satu mata 

kajian yang paling membingungkan karena dipenuhi istilah yang abstrak dan konsep-konsep yang 

tampak jauh dari kehidupan sehari-hari. Banyak pembelajar pemula mengaku dapat mengikuti 

penjelasan di kelas, tetapi kemudian merasa kehilangan arah ketika membaca ulang materi secara 

mandiri. Situasi ini menggambarkan bahwa tantangan terbesar dalam memahami Hukum Tata Negara 

bukan terletak pada jumlah materinya, tetapi pada tingkat kerumitannya yang menuntut kemampuan 

analitis. Padahal, disiplin ini merupakan dasar bagi seluruh proses bernegara, mulai dari pembentukan 

lembaga negara hingga perlindungan hak konstitusional warga negara. Karena itu, diperlukan jembatan 

yang mampu membawa pembaca dari kerumitan teori menuju pemahaman yang aplikatif, dan salah 

satu rujukan awal yang dijadikan pegangan adalah buku Pengantar Ilmu Hukum Jilid I karya Jimly 

Asshiddiqie. 

Jimly Asshiddiqie dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam 

perkembangan Hukum Tata Negara modern di Indonesia. Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 

dan akademisi produktif, pemikirannya telah membentuk arah pembaruan hukum sejak era reformasi. 

Buku-buku karyanya, termasuk Pengantar Ilmu Hukum Jilid I, banyak dipakai oleh kampus dan 

lembaga hukum sebagai rujukan dasar. Meski demikian, gaya penyajiannya yang padat dan sarat istilah 

teknis membuat sebagian pembaca merasa perlu membaca berkali-kali untuk memahami makna yang 

dimaksud. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menghadirkan penelitian yang mampu mengurai 

gagasan-gagasan tersebut agar lebih mudah diakses, terutama oleh mahasiswa baru atau pembelajar dari 

luar disiplin hukum. 

Sebagai mahasiswa dengan latar belakang ilmu sastra dan hukum, peneliti melihat secara 

langsung betapa pentingnya peran literasi akademik dalam memahami teks hukum yang kompleks. 

Buku Asshiddiqie tidak hanya memuat konsep-konsep dasar, tetapi juga memperkenalkan struktur 

pemikiran hukum yang membutuhkan ketelitian dalam membaca. Oleh karena itu, diperlukan 

pendekatan analitis yang tidak hanya mendeskripsikan isi buku, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya 

sebagai buku pengantar yang memadai. Penelitian ini juga berangkat dari kebutuhan untuk membantu 

mahasiswa pemula menemukan pola berpikir yang tepat ketika berhadapan dengan teks hukum berlevel 

tinggi. Dengan demikian, kajian ini memiliki nilai strategis karena berusaha menerjemahkan kerumitan 

menjadi peta pemahaman yang lebih terang dan terstruktur. 

Permasalahan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana buku 

Pengantar Ilmu Hukum Jilid I menyusun konsep-konsep fundamental Hukum Tata Negara dan sejauh 

mana struktur penjelasan tersebut efektif bagi pembaca pemula. Penelitian ini juga mengidentifikasi 

bagian-bagian yang dianggap sulit serta menganalisis faktor-faktor yang membuatnya demikian. Selain 

itu, penelitian ini menelaah bagaimana bahasa, istilah, dan gaya penulisan dalam buku tersebut 

memengaruhi tingkat pemahaman pembacanya. Sejalan dengan itu, peneliti menilai bahwa penting 

untuk memberikan kritik konstruktif terhadap aspek-aspek metodologis dalam buku ini, termasuk 

strategi penyampaian dan sistematika. Tujuan akhirnya adalah mencari cara agar gagasan hukum yang 

kompleks dapat dipahami secara lebih aplikatif oleh pembaca baru. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi isi buku, tetapi juga 

menawarkan analisis reflektif yang mengaitkan kompleksitas teori dengan kebutuhan literasi hukum 

masa kini. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana teori hukum 

dapat disajikan secara lebih ramah tanpa mengurangi kedalaman akademisnya. Selain itu, penelitian ini 

memberikan kontribusi dalam membantu mahasiswa hukum maupun non-hukum memahami struktur 

dasar Hukum Tata Negara dengan pendekatan yang lebih humanis dan terarah. Penelitian ini juga 

menegaskan pentingnya menghadirkan literatur hukum yang dapat menjadi jembatan antara teori dan 

praktik, terutama bagi pembaca yang baru mengenal dunia hukum. Pada akhirnya, diharapkan 

penelitian ini mampu menjadi referensi yang bermanfaat bagi generasi pembelajar berikutnya yang 

ingin menemukan “jalan terang” dalam memahami Hukum Tata Negara.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kritis untuk 

mengkaji secara mendalam struktur pemikiran dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Jilid I karya Jimly 
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Asshiddiqie. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan isi, konteks, serta relevansi gagasan 

hukum secara komprehensif. Melalui strategi deskriptif, penelitian ini memetakan isi buku, sistematika 

pembahasannya, serta konsep-konsep kunci yang disampaikan. Sementara itu, aspek kritis digunakan 

untuk menilai kekuatan, kelemahan, serta efektivitas penyampaian teori hukum bagi pembaca pemula. 

Dengan demikian, metodologi ini memberikan ruang analisis yang seimbang antara pemaparan data 

dan penilaian akademik. 

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis teks terhadap keseluruhan isi buku, 

termasuk kerangka bab, uraian konsep, dan argumentasi penulis. Selain itu, penelitian ini juga meninjau 

buku-buku pendamping dan jurnal-jurnal relevan untuk memperkaya perspektif analisis dan 

memberikan konteks akademik yang lebih luas. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi 

pola penjelasan, kedalaman teori, serta keterkaitan antara konsep abstrak dan aplikasi praktis. Setiap 

temuan kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema utama seperti struktur logika penyajian, tingkat 

aksesibilitas bahasa, dan relevansi materi. Teknik ini memungkinkan peneliti mengevaluasi sejauh 

mana buku tersebut efektif sebagai pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. 

Untuk menjaga validitas analisis, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan 

membandingkan hasil pembacaan terhadap referensi lain seperti karya Asshiddiqie yang berbeda, buku 

serupa dari ahli hukum lain, serta jurnal-jurnal akademik yang membahas pendidikan hukum, literasi 

akademik, dan pengembangan konsep konstitusi. Penelitian ini juga memastikan keabsahan interpretasi 

melalui pembacaan berulang dan pencatatan tematik yang sistematis. Meskipun demikian, penelitian 

ini memiliki batasan karena hanya berfokus pada satu jilid dari serangkaian karya Asshiddiqie yang 

lebih luas. Batasan ini dipilih untuk menjaga fokus analisis tetap mendalam dan terarah pada struktur 

teoritis dasar. Dengan memahami keterbatasan tersebut, penelitian tetap memberikan kontribusi 

akademik yang relevan dan signifikan. 

Buku Pengantar Ilmu Hukum Jilid I karya Jimly Asshiddiqie merupakan salah satu teks 

fundamental yang banyak digunakan dalam pengajaran hukum dasar di Indonesia. Buku ini membahas 

konsep-konsep inti mengenai negara, kekuasaan, norma hukum, dan struktur kehidupan berkonstitusi 

dengan pendekatan akademik yang sistematis. Meskipun disusun sebagai buku pengantar, kedalaman 

teorinya menjadikannya setara dengan karya referensial tingkat menengah dalam studi hukum tata 

negara. Asshiddiqie menekankan pentingnya memahami hukum sebagai fenomena sosial, politik, dan 

normatif yang saling terkait, sehingga pembaca dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir 

konseptual. Buku ini juga sarat istilah teknis, yang meskipun penting secara akademis, sering menjadi 

kendala bagi pembaca pemula. 

Selain buku Asshiddiqie, beberapa karya relevan turut menjadi pembanding untuk melihat 

posisi dan keunikan buku ini dalam konteks pendidikan Hukum Tata Negara. Buku Pengantar Hukum 

Tata Negara karya Ni’matul Huda misalnya, memberikan pemaparan yang lebih naratif dan banyak 

menggunakan contoh historis sehingga lebih ramah bagi pembaca pemula. Sementara itu, karya Miriam 

Budiardjo seperti Dasar-Dasar Ilmu Politik turut memberikan perspektif pendukung karena 

memperjelas hubungan antara hukum dan politik dalam pembentukan lembaga negara. Buku Hukum 

dalam Perspektif Ilmu Sosial karya Satjipto Rahardjo juga relevan karena menganalisis hukum dengan 

pendekatan humanistik, sebuah pendekatan yang dapat menjadi alternatif ketika pembaca merasa 

terbebani oleh terminologi teknis. Perbandingan ini menunjukkan bahwa buku Asshiddiqie menempati 

posisi penting, meskipun tetap membutuhkan strategi pemahaman tambahan. 

Menyertakan jurnal dalam daftar referensi menyoroti isu literasi akademik, aksesibilitas bacaan 

ilmiah, serta tantangan pembaca dalam memahami teks yang padat dan kompleks. Misalnya, penelitian 

tentang “Transformasi Pendidikan Karakter Melalui Literasi Digital,” menekankan perlunya 

penyederhanaan konsep agar dapat dipahami lintas kalangan mahasiswa. Jurnal lain mengenai 

pengembangan kompetensi membaca kritis di perguruan tinggi juga relevan karena menjelaskan 

strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan memahami teks akademik. Juga “Pengaruh 

kepemimpinan dan budaya  organisasi terhadap perilaku kerja inovatif pada industri 4.0,” Asbari et al. 

(2019). Konteks ini sangat mendukung analisis buku Asshiddiqie yang sering dianggap berat oleh 

pembelajar awal. Selain itu, beberapa jurnal tentang bahasa akademik dan ragam bahasa formal 

memberi dasar teoritis mengenai bagaimana struktur bahasa dapat mempengaruhi pemahaman 

pembaca. Dengan demikian, jurnal-jurnal tersebut memperkuat argumen penelitian ini bahwa 

aksesibilitas menjadi faktor penting dalam efektivitas buku pengantar hukum. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 
 

Jimly Asshiddiqie memulai Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I dengan menegaskan 

bahwa Hukum Tata Negara merupakan ilmu yang menata “struktur dasar negara” dan hubungan 

kewenangan antar organ negara. Penjelasan yang lugas ini mengatasi kecenderungan Hukum Tata 

Negara dianggap abstrak oleh pembelajar pemula. Jimly juga menyatakan bahwa kompleksitas Hukum 

Tata Negara muncul karena hubungan antar lembaga tidak bekerja secara linear, melainkan sebagai 

sebuah sistem. Pemikiran ini selaras dengan konsep klasik dari C.F. Strong (1958) yang mendefinisikan 

konstitusi sebagai “kerangka masyarakat politik” yang mengatur organisasi pemerintah. Paralel antara 

Jimly dan Strong menunjukkan bahwa buku ini membangun pemahaman dengan fondasi teoretis yang 

mapan, namun tetap kontekstual untuk Indonesia. Dengan demikian, bagian awal buku berhasil 

menyediakan akses bagi pembaca yang belum memiliki landasan hukum yang kuat. Pembaca diajak 

melihat struktur negara bukan hanya sebagai daftar lembaga, tetapi sebagai mekanisme yang mengatur 

distribusi kekuasaan. Pendekatan ini menyiapkan landasan konseptual bagi pembahasan-pembahasan 

berikutnya. 

Jimly menjelaskan bahwa lembaga negara harus dipahami sebagai bagian dari suatu sistem 

yang saling berhubungan. Ia menggarisbawahi bahwa pembacaan struktur negara tidak boleh berhenti 

pada jenis lembaga, tetapi harus menyertakan analisis bagaimana kewenangan tersebut saling 

membatasi. Pendekatan sistemik ini dapat dikaitkan dengan pemikiran Harold Laski yang menekankan 

sifat interdependensi antar institusi politik dalam menjalankan demokrasi. Pandangan Jimly juga dapat 

dibandingkan dengan kerangka yang digunakan Miriam Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik 

(2008), yang menjelaskan bahwa lembaga negara berfungsi dalam relasi koordinasi, kolaborasi, dan 

kontrol. Dengan membandingkan dua pemikiran ini, terlihat bahwa analisis Jimly memiliki kekuatan 

pada aspek ketatanegaraan yang lebih teknis, sedangkan Budiardjo menekankan obyektivitas hubungan 

kekuasaan. Penyandingan tersebut membuat uraian Jimly lebih mudah dipahami, terutama bagi 

pembaca yang membutuhkan jembatan antara teori politik dan hukum tata negara. Jimly juga 

menekankan bahwa konstitusi harus dipahami melalui tiga lapisan: teks, struktur kelembagaan, dan 

praktik. Ia mengingatkan bahwa analisis hanya pada teks akan menyesatkan, karena praktik politik 

sering kali menentukan bagaimana konstitusi dijalankan. Hal ini sejalan dengan teori K.C. Wheare 

(1963) yang menyatakan bahwa “konstitusi yang hidup” bukan hanya yang tertulis, tetapi yang 

dipraktikkan sehari-hari oleh lembaga-lembaga negara. Korelasi antara analisis Jimly dan Wheare 

menunjukkan bahwa buku ini berupaya membangun jembatan antara teori dan kenyataan. Dengan 

memberikan ruang bagi praktik ketatanegaraan, pembaca pemula dapat lebih memahami mengapa 

terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dan realitas politik Indonesia. 

Dalam Bab terakhir, Jimly menjelaskan bahwa Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan 

secara mutlak, melainkan model hybrid yang disesuaikan dengan sejarah politik Indonesia. Jimly 

menekankan pentingnya mekanisme pengawasan horizontal sebagai instrumen menjaga keseimbangan 

kekuasaan. Penjelasan ini konsisten dengan argumen Arend Lijphart (1999) bahwa negara dengan 

sistem demokrasi konsensus memerlukan perangkat kontrol kekuasaan yang kuat untuk mencegah 
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dominasi lembaga tertentu. Melalui perbandingan tersebut, terlihat bahwa gagasan Jimly sejalan dengan 

perkembangan ilmu politik modern. Pembaca mendapat gambaran bahwa konteks Indonesia menuntut 

adaptasi teori untuk mengakomodasi realitas plural dan dinamis. Jimly menjelaskan peran Mahkamah 

Konstitusi sebagai pengawal supremasi konstitusi. Ia menyajikan penjelasan mengenai kewenangan 

pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, serta peran MK dalam 

menjaga stabilitas ketatanegaraan. Pemikiran ini jelas berada dalam garis pemikiran Hans Kelsen yang 

mendesain constitutional court sebagai lembaga khusus untuk menjaga konstitusionalitas norma. 

Keselarasan antara pemikiran Jimly dan Kelsen menunjukkan kekuatan integratif buku ini, karena ia 

menggabungkan teori normatif dan praktik institusional dalam konteks Indonesia. Hal ini membuatnya 

lebih aplikatif dibandingkan sejumlah buku Hukum Tata Negara yang hanya menekankan sejarah atau 

perdebatan konsep tanpa menunjukan implikasi praktisnya. 

Di titik ini, relevan mengaitkan pandangan Jimly dengan salah satu konsep organisasi modern 

yang dibahas dalam penelitian Pengaruh kepemimpinan dan budaya  organisasi terhadap perilaku kerja 

inovatif pada industri 4.0, Asbari et al. (2019) yang menekankan bahwa efektivitas sebuah institusi 

sangat ditentukan oleh kejelasan struktur, pola komunikasi yang sehat, dan pembagian fungsi yang jelas 

dalam organisasi. Konsep ini selaras dengan penjelasan Jimly tentang pentingnya struktur kewenangan 

yang tidak tumpang tindih dan mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara. Jimly menegaskan 

bahwa perubahan ketatanegaraan tidak dapat dihindari karena negara merupakan entitas yang hidup. 

Jimly tidak hanya memberikan konsep, tetapi juga memetakan Hukum Tata Negara secara sistematis, 

sehingga pembaca pemula dapat mengikuti alurnya dengan baik. Pola penulisan yang jelas antara 

norma, struktur, dan praktik menjadikan buku ini menonjol dibandingkan buku Hukum Tata Negara 

lainnya. Pendekatan kontekstual yang ia gunakan memberi pemahaman yang lebih aplikatif tanpa 

mengorbankan kedalaman teoretis. Kekuatan buku ini terletak pada kemampuannya menjembatani 

“teori besar” (Kelsen, Lijphart, Wheare, Strong) dengan konteks Indonesia. Oleh karena itu, 

pembahasan dalam penelitian ini menemukan bahwa buku ini merupakan salah satu bahan pengantar 

Hukum Tata Negara yang paling mudah diikuti oleh pembaca lintas disiplin. 

 

Penemuan 

 

1. Penemuan tentang Cara Asshiddiqie Menyederhanakan Konsep Hukum Tata Negara 

Dari pembacaan terhadap keseluruhan buku, penelitian ini melihat pola kerja Asshiddiqie yang 

cukup khas: ia selalu memulai penjelasan dari gagasan yang paling mendasar sebelum masuk ke ranah 

yang lebih teknis. Pola tersebut tampak jelas sejak Bab I, ketika ia mengawali pembahasan dari konsep 

negara dan kekuasaan. Cara bertutur yang bertahap ini membuat materi yang rumit berubah menjadi 

sesuatu yang lebih mudah dipahami, terutama bagi pembaca yang baru mengenal Hukum Tata Negara. 

Penemuan ini menunjukkan bahwa kesederhanaan penyajian bukan berarti mengurangi kedalaman, 

melainkan justru membantu pembaca menemukan pijakan awal yang kuat sebelum naik ke level teori 

yang lebih kompleks. 

 

2. Penemuan tentang Hubungan yang Selalu Diikat antara Norma dan Praktik 

Selama membaca Bab II, tampak bahwa Asshiddiqie tidak memisahkan hukum dari dinamika 

politik. Ia berulang kali menegaskan bahwa norma hanyalah titik awal; kehidupan ketatanegaraan yang 

sesungguhnya justru bergantung pada praktik lembaga negara dan perilaku politik yang menyertainya. 

Penelitian ini melihat bahwa pendekatan semacam ini jarang dijumpai dalam buku pengantar Hukum 

Tata Negara lain yang biasanya berhenti pada definisi dan rumusan pasal. Penemuan ini membuka 

pemahaman bahwa Hukum Tata Negara harus dibaca tidak hanya sebagai bangunan hukum, tetapi juga 

sebagai praktik sosial-politik yang bergerak. Hal ini menjelaskan mengapa sejumlah ketentuan 

konstitusi tampak belum sepenuhnya berjalan: karena implementasinya tidak pernah lepas dari tarik-

menarik kepentingan. 

 

3. Penemuan tentang Penggunaan Studi Kasus sebagai Penggerak Pemahaman 

Penelitian ini menemukan bahwa Asshiddiqie memiliki kebiasaan menghidupkan pembahasan 

teoritis melalui contoh konkret. Dalam Bab III dan Bab IV, ia mengaitkan konsep-konsep konstitusi, 

sumber hukum, dan struktur ketatanegaraan dengan peristiwa atau dinamika politik tertentu di 

Indonesia. Cara ini memberikan gambaran yang lebih nyata tentang bagaimana teori bekerja di 
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lapangan. Konteks historis yang ia hadirkan bukan hanya sebagai ilustrasi, tetapi sebagai jembatan 

untuk memahami bahwa norma konstitusi selalu berjalan berdampingan dengan kekuasaan. Temuan ini 

menjadikan buku tersebut lebih mudah dibaca sekaligus relevan bagi pembaca masa kini. 

 

4. Penemuan tentang Struktur Buku yang Mengalir dan Logis 

Ketika menelusuri seluruh bab, penelitian ini menemukan bahwa penyusunan buku mengikuti 

alur yang sangat teratur. Bab yang satu selalu membuka jalan bagi bab berikutnya. Pembaca diajak 

mengenali konsep dasar terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke struktur, sumber hukum, tafsir, 

hingga praktik peradilan. Dengan urutan seperti ini, pembaca tidak tersesat ketika memasuki konsep-

konsep besar Hukum Tata Negara. Temuan ini memperlihatkan bahwa Asshiddiqie tidak hanya 

menguasai materinya, tetapi juga memikirkan bagaimana pembaca belajar. Struktur yang sistematis 

inilah yang membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mengikuti perjalanan intelektual yang terarah 

dari awal sampai akhir. 

 

5. Penemuan tentang Luasnya Relevansi Buku untuk Pembaca Non-Hukum 

Penelitian ini menemukan bahwa gaya penulisan buku ini memungkinkan pembaca dari luar 

bidang hukum untuk tetap mengikuti isi pembahasannya. Dalam beberapa bagian, terutama ketika 

membahas negara dan masyarakat pada Bab II dan Bab III, Asshiddiqie memberi penjelasan yang tidak 

hanya ditempatkan dalam konteks hukum, tetapi juga dalam kerangka sosial, politik, dan filsafat. Hal 

tersebut memperluas jangkauan pembaca dan membuat buku ini dapat digunakan sebagai rujukan oleh 

mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Penemuan ini menunjukkan bahwa buku tersebut memiliki nilai 

lintas disiplin, tidak terbatas pada mahasiswa hukum saja. 

 

6. Penemuan tentang Sikap Prognostik dalam Membaca Arah Perkembangan Hukum Tata Negara 

Melalui pembahasan di Bab IV dan Bab VI, terlihat bahwa Asshiddiqie memandang Hukum 

Tata Negara sebagai bidang yang terus bergerak. Ia tidak hanya mencatat keadaan sistem 

ketatanegaraan, tetapi juga memberi gambaran tentang kecenderungan masa depannya, seperti 

memperkuat kontrol antar lembaga negara dan berkembangnya mekanisme pengujian undang-undang. 

Penelitian ini menemukan bahwa sikap antisipatif tersebut membuat buku ini terasa hidup dan relevan 

dengan konteks politik yang sedang berlangsung. Buku ini tidak berhenti sebagai catatan sejarah, 

melainkan sebagai panduan memahami arah perubahan. 

 

7. Penemuan tentang Bahasa Akademik yang Jernih dan Mudah Diikuti 

Penelitian ini menemukan bahwa bahasa yang digunakan dalam buku ini bersifat komunikatif 

tetapi tetap mempertahankan kedalaman akademik. Hampir setiap penjelasan memiliki pola yang 

runtut—dimulai dari gagasan inti, diikuti uraian yang menjelaskan, lalu diperkaya dengan contoh. Gaya 

seperti ini memudahkan pembaca untuk mengikuti alur logika tanpa harus memiliki latar belakang 

hukum yang kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa buku ini berfungsi ganda: sebagai sumber materi 

Hukum Tata Negara sekaligus contoh penulisan akademik yang baik. 

 

8. Penemuan tentang Fungsi Buku sebagai Penghubung antara Teori dan Realitas Ketatanegaraan 

Penemuan terakhir yang muncul dalam penelitian ini adalah bahwa keseluruhan isi buku 

sebenarnya berperan sebagai penghubung antara teori Hukum Tata Negara dan praktik pemerintahan. 

Dalam Bab VI, misalnya, pembaca diperlihatkan proses peradilan konstitusi, sengketa kewenangan 

lembaga negara, hingga persoalan pemakzulan presiden. Penjelasan ini memberi gambaran bagaimana 

norma yang tertulis diuji dalam situasi politik yang nyata. Penelitian ini melihat bahwa aspek ini 

membuat buku Asshiddiqie sangat bermanfaat, bukan hanya bagi mahasiswa yang baru belajar Hukum 

Tata Negara, tetapi juga bagi pembaca yang ingin memahami bagaimana ketatanegaraan Indonesia 

berjalan dalam praktik sehari-hari. 

 

KESIMPULAN 

 

Penelitian ini menegaskan bahwa memahami Hukum Tata Negara tidak harus terjebak dalam 

kerumitan apabila disertai panduan yang terstruktur dan aplikatif. Kajian terhadap buku Pengantar Ilmu 

Hukum Jilid I karya Jimly Asshiddiqie menunjukkan bahwa seluruh isi jurnal ini berpulang pada satu 
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panggilan akademik: menghadirkan pemahaman yang lebih terang bagi pembaca pemula. Thesis utama 

penelitian ini menyatakan bahwa pemikiran Asshiddiqie mampu menjembatani teori abstrak dan praktik 

ketatanegaraan melalui struktur penjelasan yang runtut. Kelebihan buku terletak pada tata urutan materi, 

kekuatan argumentasi, dan konsistensi antara norma serta praktik, sementara kekurangannya terletak 

pada padatnya istilah teknis yang belum sepenuhnya ramah bagi pemula. Penelitian ini mencerminkan 

bahwa pembaca membutuhkan strategi belajar bertahap agar dapat memaknai konsep-konsep hukum 

yang kompleks secara lebih efektif. 

Melalui analisis penelitian ini, terlihat bahwa buku Asshiddiqie memberikan kontribusi penting 

dalam membantu mahasiswa memetakan hubungan antara lembaga negara, norma konstitusi, dan 

praktik politik. Keseluruhan temuan jurnal ini memanggil pembaca untuk memahami bahwa ilmu 

hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya. Pada penelitian ini mempertegas 

bahwa penyederhanaan konsep yang dilakukan Asshiddiqie bukan reduksi, melainkan penyusunan 

ulang informasi agar pembaca dapat memulai dari fondasi yang benar. Penelitian ini menunjukkan 

kelebihan buku pada penggunaan studi kasus, sistematika yang logis, dan relevansinya bagi pembaca 

lintas disiplin, sementara kelemahannya adalah kompleksitas bahasa yang masih menuntut literasi 

akademik cukup tinggi. Refleksi penelitian menyimpulkan bahwa aksesibilitas bahan ajar menjadi 

faktor penentu keberhasilan pemahaman dalam bidang hukum tata negara. 

Penelitian ini pada akhirnya mengajak pembaca untuk melihat Hukum Tata Negara sebagai 

disiplin yang hidup dan terus berkembang bersama dinamika politik serta struktur kelembagaan. Karya 

Asshiddiqie dapat menjadi “jalan terang” bagi pembaca baru, meskipun tetap membutuhkan 

pendampingan literasi hukum agar tidak terjebak dalam padatnya istilah konseptual. Batasan penelitian 

ini adalah fokus yang hanya diarahkan pada satu jilid buku, sehingga ruang pengembangan dapat 

diarahkan pada komparasi lintas jilid atau lintas penulis dalam penelitian mendatang. Kelebihan 

penelitian ini terletak pada analisis yang menyeluruh dan kritis terhadap cara Asshiddiqie menyusun 

logika hukumnya, sementara kelemahannya adalah keterbatasan cakupan yang belum meneliti 

implementasi empiris gagasan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini membuka peluang untuk kajian 

lanjutan mengenai metode penyederhanaan materi hukum dan pengembangan model literasi hukum 

yang lebih ramah bagi generasi pembelajar berikutnya. 
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